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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tamiang  Layang  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxxx  xxxxx  xxxx,  umur  53  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Tidak  Bekerja,  tempat  kediaman  di  RT.01,  Desa

Tampa,  Kecamatan  Paku,  Kabupaten  Barito  Timur,  dengan

domisili  elektronik  pada  email  mega38788@gmail.com,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan

S1,  pekerjaan  Peternak  Ayam,  tempat  kediaman  di  Jalan

Kayutangi  II  Jalur  1  No.24,  RT.15,  Kelurahan  Sungai  Miai,

Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan

Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat dan  memeriksa  alat-alat  bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  22

Juni 2021 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Tamiang  Layang  dengan  register  perkara  Nomor  52/Pdt.G/2021/PA.Tml,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa  pada  hari  Senin  tanggal  14  Februari  2000  antara

Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat

oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Dusun
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Tengah,  Kabupaten  Barito  Timur,  Kalimantan  Tengah.  Hal  tersebut

sebagaimana  tertuang  dalam  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

183/05/II/2000, tanggal 15 Februari 2000;  

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  mengambil

tempat  kediaman  di  Jalan  Surabaya,  Kelurahan  Guntung  Payung,

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru selama 10 tahun dan terakhir

pindah tempat kediaman orang tua Tergugat di  Jalan Kayutangi II  Jalur 1

No.24, RT.15, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota

Banjarmasin, hingga pisah tempat kediaman;  

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat  dengan Tergugat

telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah di karuniai 5

orang anak yang bernama : 

A. Ahmad Aditya Lesmana Putra bin Bobby Yaqthin Lesmana

lahir tanggal 18 Agustus 2000;

B. Bintang Taras Lesmana Putra bin Bobby Yaqthin Lesmana

lahir tanggal 13 Oktober 2001;

C. Arya Suryana Lesmana Putra bin Bobby Yaqthin Lesmana

lahir tanggal 23 Maret 2004;

D. Bima Ayudia Lesmana Putra bin Bobby Yaqthin Lesmana

lahir tanggal 27 Agustus 2006;

E. Agung  Pramudya  Lesmana  Putra  bin  Bobby  Yaqthin

Lesmana lahir tanggal 13 Mei 2008; 

4. Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

berjalan  rukun  dan  harmonis.  Namun,  sejak  tahun  2010  pernikahan

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai  tidak rukun

dan  tidak  harmonis.  Lebih  lanjut,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering

terjadi  perselisihan  yang  disebabkan  Tergugat  tidak  pernah  memberikah

nafkah  yang  pasti  setiap  bulannya,  bahkan  seringkali  Tergugat  tidak

memberikan nafkah sama sekali;  

5. Bahwa  puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  antara

Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2021

dimana Penggugat dan Tergugat berselisih faham mengenai hal yang tidak
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jelas  sehingga  menyebabkan  pertengkaran,  selanjutnya  berdasarkan

kesepakatan bersama, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah

karena tidak  tahan lagi  selalu  berselisih  faham.  Akhirnya tanggal  18  juni

2021 Penggugat memutuskan untuk pulang Ke rumah saudaranya;  

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;  

7. Bahwa  Penggugat  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;  

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxx xxxxxx xxxxxxx

xxx xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx xxxxx xxxx);  

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;  

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat  tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  akan  tetapi

tidak  berhasil.  Sedangkan  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  terhadap gugatan Penggugat  tersebut,  jawaban Tergugat  tidak

dapat  didengar  dalam  persidangan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;  

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan  bukti  surat  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA

Kecamatan  Dusun  Tengah  Kabupaten  Barito  Timur  Nomor  183/05/II/2000

Tanggal  15  Februari  2000.  Alat  bukti  tersebut  telah  bermeterai  cukup  dan

dinazegelen  kemudian  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai  dengan

aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang

saksi sebagai berikut: 

1. Arbaniah binti Hiskia, umur 20 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rantau Pusi,

RT.005,  Desa  Tampa,  Kecamatan  Paku,  Kabupaten  Barito  Timur.  di

persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

keponakan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  menikah sejak  awal  tahun 2000 yang

lalu; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

Jalan Surabaya, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin,

Kota Banjarbaru selama 10 tahun dan terakhir pindah tempat kediaman

orang tua Tergugat di Jalan Kayutangi II Jalur 1 No.24, RT.15,Kelurahan

Sungai  Miai,  Kecamatan Banjarmasin  Utara,  Kota  Banjarmasin,  hingga

pisah; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak; 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir rumah tangga

mereka tidak harmonis lagi; 

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena

Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran; 

- Bahwa  saksi  pernah  mendengar  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar

melalui telpon; 

- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 samapi 3

kali; 

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

karena Tergugat  tidak menafkahi  Penggugat sehingga untuk memenuhi

kebutruhan sehari -hari Penggugat bekerja sendiri dengan usaha catering;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah tinggal satu rumah dengan

Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun terakhir; 

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah antara Penggugat dan

Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;  

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul

lagi; 

- Bahwa  pernah  diusahakan  oleh  pihak  keluarga,  namun  tidak  berhasil

karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

2. David  Karisius Kilang  bin  Busing,  umur  54  tahun,  agama  Katolik,

pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tampa, RT.04,

Kecamatan Paku,  Kabupaten Barito  Timur;,  di  persidangan saksi  tersebut

telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

adik Ipar Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  menikah  sejak  kurang  lebih  21  tahun

yang lalu; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

Jalan Surabaya Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin,
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Kota Banjarbaru selama 10 tahun dan terakhir pindah tempat kediaman

orang tua Tergugat di Jalan Kayutangi II Jalur 1 No.24, RT.15,Kelurahan

Sungai  Miai,  Kecamatan Banjarmasin  Utara,  Kota  Banjarmasin,  hingga

pisah; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik  dan rukun,  namun sudah tidak  kumpul  lagi  sebagaimana

layaknya suami isteri kurang lebih 10 (sepuluh); 

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena

Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran; 

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melhat  atau  mendengar  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar; 

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

karena  masalah  pengurusan  anak-anak,  Tergugat  tidak  menafkahi

Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutruhan sehari -hari Penggugat

bekerja sendiri dengan usaha catering; 

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita mertua saksi (orang tua Penggugat); 

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah setelah berpisah kurang

lebih 10 (sepuluh) tahun, Tergugat tidak pernah mengasih nafkah kepada

Penggugat maupun kepada anak-anak; 

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul

lagi; 

- Bahwa  pernah  diusahakan  oleh  pihak  keluarga,  namun  tidak  berhasil

karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  mencukupkan  alat  buktinya  dan

mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  hadir  di  persidangan  dan  telah

memberikan  keterangan  secukupnya  dan  telah  meneguhkan  dalil-dalil

gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara

Tergugat  tidak  hadir  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  sebagai  kuasanya,

meskipun menurut berita acara pangilan Tergugat telah dipanggil dengan sah

sesuai  ketentuan  Pasal  26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tidak ada upaya mediasi

lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian  Majelis Hakim

untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  154  ayat  (1)  R.Bg  jo.  Pasal  39  ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor  16  Tahun 2019 tentang Perkawinan jo.  Pasal  31  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1  Tahun  1974  jo.  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam persidangan telah berusaha

menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil

karena Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan

tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah,

maka  terhadap  perkara  ini  tidak  dapat  dilakukan  upaya   mediasi   sesuai

Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor   01  Tahun  2016  tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang,  Penggugat  telah  mendaftarkan  perkara  a  quo melalui

layanan  e-Court dan  telah  menyerahkan  surat  pernyataan  secara  tertulis

bersedia beracara secara elektronik, namun Tergugat tidak pernah hadir dan

tidak pernah memberikan pernyataan kesediaan beracara  secara  elektronik,

maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
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bahwa persidangan secara elektronik (e-litigasi)  dapat dilaksanakan jika ada

persetujuan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian terhadap perkara     a

quo persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan

perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang,  bahwa  pokok  permasalahan  perkara  ini  adalah  gugatan

Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana

telah diuraikan sebelumnya pada bagian duduk perkara dari putusan ini;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, serta tidak ingin membantah dalil-

dalil gugatan Penggugat dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

gugatan  Penggugat mempunyai  alasan  serta  tidak  bertentangan  dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  dan  disamping  itu  karena  perkara

perkawinan merupakan perdata khusus  (lex specialis  derogat  lex generalis),

maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari

keluarga dan atau orang dekat dengan suami dan istri. Berdasarkan itu, Majelis

membebankan  terhadap  Penggugat  wajib  bukti  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,

tersebut,  Penggugat selain  mengajukan  bukti  surat  berupa  P  juga  telah

mengajukan saksi-saksi yaitu  Arbaniah binti Hiskia dan  David Karisius Kilang

bin Busing; 

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Majelis berpendapat bahwa

bukti  tersebut  telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka

Majelis Hakim menilai bahwa  alat  bukti  tersebut merupakan alat bukti yang
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memiliki   kekuatan pembuktian yang sempurna  dan mengikat sebagaimana

maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan

dibuktikan ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  tersebut  harus  dinyatakan

terbukti  bahwa  Penggugat dengan  Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada tanggal 14 Februari 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  Penggugat dan  Tergugat merupakan

Persona Standi in Yudicio dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  di  persidangan  telah

dewasa  dan  bersumpah  menurut  tatacara  agamanya  dan  keterangannya

mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  syarat

material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa saksi  1  Penggugat  di  persidangan  pada pokoknya

menerangkan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis sejak 10 tahun terakhir karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  tidak  menafkahi

Penggugat  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  Penggugat

berjualan  sendiri  hingga  akhirnya  mengakibatkan  Penggugat  dan  Tergugat

berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun terakhir dan tidak pernah baik lagi hingga

saat ini. Saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa saksi  2  Penggugat  di  persidangan  pada pokoknya

menerangkan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis sejak 10 tahun terakhir karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau memberi

nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya hingga akhirnya mengakibatkan

Penggugat dan Tergugat  berpisah tempat tinggal  sejak 3 tahun terakhir  dan
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tidak pernah baik lagi hingga saat ini. Saksi dan pihak keluarga telah berusaha

untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  Penggugat  tersebut adalah

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri  dan  relevan dengan

dalil-dalil yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat. Oleh  karena  itu, maka

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan  telah bersesuaian dan cocok antara

satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., 

Menimbang oleh karena saksi-saksi yang diajukan telah memenuhi syarat

formil dan materiil sebagai saksi maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan

para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang

dapat disimpulkan sebagai berikut :

-

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

yang sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2018;

- Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  pernah  hidup  rukun  dan

dikaruniai 5 orang anak;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis

sejak 10 tahun lalu karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak

kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 tahun lalu

dan  sudah  3  tahun  tidak  ada  berkomunkasi  dan  tidak  berhubungan

layaknya suami istri;

-

Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  sebagaimana  tersebut  di

atas,  Majelis  Hakim  terlebih  dulu  akan  memberikan  landasan  hukum untuk

penyelesaian perkara ini;
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Menimbang, bahwa gugatan cerai dan cerai talak dapat dikabulkan jika

fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage)  vide SEMA

(Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat

kaidah  hukum  yaitu  :  “Cekcok,  hidup  berpisah,  tidak  dalam  satu  tempat

kediaman  bersama,  salah  satu  pihak  tidak  berniat  meneruskan  kehidupan

bersama  dengan  pihak  lain,  merupakan  fakta  yang  cukup  sesuai  alasan

perceraian Pasal  39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat

kaidah  hukum  yaitu  :  “Cekcok,  hidup  berpisah,  tidak  dalam  satu  tempat

kediaman  bersama,  salah  satu  pihak  tidak  berniat  meneruskan  kehidupan

bersama  dengan  pihak  lain,  merupakan  fakta  yang  cukup  sesuai  alasan

perceraian Pasal  39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:  “  Perkawinan adalah

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “, sudah tidak terwujud karena antara

keduanya sudah tidak  saling  menyayangi,  bahkan  Penggugat  dan Tergugat

telah pisah tempat tinggal selama setidak-tidaknya 10 tahun berturut-turut dan

tidak  ada  indikasi  Penggugat  dan  Tergugat  akan  kembali  rukun  lagi,  maka

apabila  perkawinan  mereka  dipertahankan  justru  akan  mendatangkan

madharat  yang  lebih  besar  bagi  kedua  belah  pihak,  karena  itu  perkawinan

mereka harus diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  benar  dan  siapa  yang  salah,  maka
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alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah  memenuhi

ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal  116  huruf  (b)  Kompilasi  Hukum Islam,  atau  setidak-tidaknya  gugatan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa pertimbangan-pertimbangan  di  atas  sesuai  dengan

dalil-dalil  syar’i yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim,

yaitu sebagai berikut : 

Menimbang,  bahwa pertimbangan-pertimbangan  di  atas  sesuai  dengan

dalil-dalil  syar’i yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim,

yaitu sebagai berikut : 

1. Dalil fiqh yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak  mafsadat  lebih  didahulukan  dari  pada  mengambil

kemashlahatan";

2. Dalil dari kitab Ahkam Al qur’an, jilid II, halaman 405 sebagai berikut :

احـكام المسلمين فلم يجب فهو له ظالم لاحق  

دعيمن  إلى احاكم من

Artinya : “Siapa  yang  dipanggil  oleh  hakim  untuk  menghadap  di

persidangan,  sedang orang tersebut  tidak  memenuhi  panggilan

itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang  Undang

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal  91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama,  maka  kepada  Penggugat  dibebankan  untuk  membayar

semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx xxxxxx xxxxxxx

xxx xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx xxxxx xxxx);  

4. Membebankan  kepada  Penggugat  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama  Tamiang  Layang  pada  hari  Rabu tanggal  28  Juli  2021 Masehi

bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami          Syahrul

Ramadhan, S.H.I  sebagai Ketua Majelis,                             M. Basthomy

Firdaus,  S.H. dan  Agus  Adhari,  S.H.I. masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh Husaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd
Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota

ttd
M. Basthomy Firdaus, S.H.

Hakim Anggota

ttd
Agus Adhari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd
Husaini, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Tml

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses Rp. 50.000,00

3. Biaya PNBP Rp. 20.000,00

4. Biaya Panggilan Rp. 525.000,00

5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai Rp.   10.000,00

Jumlah Rp. 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Tml

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


